RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 — 2023,
maka setiap Perangkat Darah wajib menyusun Rencana Strategis 5 (lima) tahunan
yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci
keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja sesuai dengan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat
indikatif.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP)
Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Barat, merupakan lembaga baru pengganti Badan Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat dan Koordinasi Promosi dan
Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014.

Rencana Strategis Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 — 2023 ini
berisi pedoman pelaksanaan pembangunan dan ketentuan-ketentuan lain yang
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 — 2023 yang akan digunakan sebagai acuan dalam
pembuatan Rencana Kerja tahunan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat dalam kurun
waktu 5 tahun mendatang. Penyusunan Rencana Strategis Dinas PMPTSP Provinsi
Jawa Barat 2018 — 2023 ini diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi

Provinsi Jawa Barat dalam lima tahun kedepan.

Kami menyadari Dokumen Rencana Strategis ini belum dapat memenubhi
harapan semua pihak, karena itu masukan, kritik dan saran untuk perbaikan akan
kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami

berharap Renstra ini dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.
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Bandung, Maret 2019

Pembina Utama
NIP. 19601217 198511 1002
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2018 - 2023

Perencanaan merupakan suatu siklus dalam proses menentukan
kebijakan melalui urutan pilihan yang tepat dalam jangka waktu tertentu yang
telah ditetapkan dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan dengan
memperhitungkan sumber daya yang ada. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Provinsi Jawa Barat yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai
lembaga baru pengganti Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
(BPMPT) Provinsi Jawa Barat memerlukan rencana jangka panjang yang
bersifat menyeluruh yang dapat memberikan rumusan arah pengembangan
organisasi ke masa depan, untuk mencapai sasaran-sasaran jangka panjang
dan jangka pendek ke mana suatu organisasi akan diarahkan, rencana tersebut
disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan bersifat indikatif yang
dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efesien, akuntabel, partisipatif,

terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).
Renstra OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara
perencanaan pada OPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk
mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra sangat
ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan,
sehingga penyusunan Renstra OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD
dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan

dan mengevaluasi.
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Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2016,
Kedudukan Dinas PMPTSP adalah unsur pelayanan masyarakat di bidang
penanaman modal dan perizinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur Jawa Barat, dengan tugas pokok menyelenggarakan
perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan perizinan terpadu,
menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan
pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang penanaman modal dan
perizinan terpadu meliputi aspek pelayanan perizinan, sosialisasi dan promosi

penanaman modal dan pengendalian investasi.

Sebagai lembaga pelayanan penanaman modal Dinas PMPTSP
Provinsi Jawa Barat harus merujuk pada Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan
Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala
BKPM RI No. 13 Tahun 2017 yang bertujuan: 1). Terwujudnya standarisasi
prosedur pengajuan, persyaratan permohonan dan proses perizinan dan fasilitas
pada PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota,
PTSP KEK, PTSP KPBPB di seluruh Indonesia; 2). Menyediakan informasi
tentang persyaratan dan waktu penyelesaian permohonan Perizinan dan
Fasilitas Penanaman Modal; 3). Tercapainya pelayanan yang cepat, sederhana,

transparan dan terintegrasi.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas PMPTSP Provinsi
Jawa Barat, sampai saat ini masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif
dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, terlihat
dari banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak
langsung mengenai kinerja aparatur. Hal ini diantaranya terjadi sebagai akibat
dari masih tumpang tindihnnya peraturan atau kebijakan di bidang pelayanan
perizinan dan pelayanan publik. Kebijakan pengembangan dan
penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Provinsi Jawa Barat pada
hakekatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan
untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara
berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui pembenahan sistem pelayanan
perizinan secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan strategi maupun

kebijakan nasional.
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Berdasarkan desain kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan

pelayanan perizinan terpadu Provinsi Jawa Barat, maka konsepsi pelayanan

perizinan terpadu di Jawa Barat difokuskan pada aspek pelayanan publik yaitu :

Kepentingan umum;

Kepastian hukum;

Kesamaan hak;

Keseimbangan hak dan kewajiban;

Keprofesionalan;

Partisipatif;

Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
Keterbukaan;

Akuntabilitas;

Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

Ketepatan waktu;

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun

2010, tujuan pembentukan kelembagaan pelayanan publik sekurang-kurangnya

meliputi :

2B

Pelaksanaan pelayanan ;
Pengelolaan pengaduan masyarakat ;
Pengelolaan informasi ;

Pengawasan Internal ;

Penyuluhan kepada masyarakat dan ;

Pelayanan konsultasi.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DINAS PMPTSP) Tahun 2018 - 2023 didasarkan kepada :

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi
Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
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10.

11.

12.

(Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4938);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor .4725.);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang—-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244 Tambahan lembaran Negara
Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan
atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
kepada masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor , Tambahan Lembaran Negara
Nomor )

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Mana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
Per/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
Nomor 2 Tahun 2003 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 Tentang
Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerh Tahun 2008 Nomor 9 Seri
D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun
2010 Nomor 22 seri E);

Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 seri E, Tambahan
lembaran Daerah Nomor 87);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Penanaman Modal;

Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018
Provinsi Jawa Barat(Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 55 seri E);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun
2011 tentang Penanaman Modal;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Barat;
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35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas,
Fungsi, Rincian Tugas Unit Kerja dan Tata Cara Kerja Dinas PMPTSP
Provinsi Jawa Barat;

36.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Maksud penyusunan Rencana Strategis DINAS PMPTSP Provinsi Jawa
Barat tahun 2018 - 2023 adalah:

1.

Menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka
menengah tahun 2018 - 2023 sebagai dokumen acuan dalam
penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, RKA-OPD dan penetapan
kinerja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat tahun 2018 — 2023
sebagai wujud Transparansi dan Akuntabilitas Publik.

Melaksanakan Penyesuaian dan penyelarasan atas Renstra yang

telah dibuat pada OPD sebelumnya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Provinsi
Jawa Barat tahun 2018 — 2023, adalah :

1.

Sebagai pedoman perencanaan dan alat pengendalian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PMPTSP untuk periode 5
(lima) tahun;

. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 dengan Renstra Dinas PMPTSP
Tahun 2018 - 2023 untuk menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan,
program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat ;
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3. Memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hingga
5 (lima) tahun mendatang.
! ! !
BAB | : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan

14. Sistematika Penulisan

BAB I : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PMPTSP
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2.  Sumber Daya Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat
24. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah
BAB Il : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih.
3.3 Telaahan Renstra K/L Renstra
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu — isu Strategis.

BABIV : TUJUAN DAN SASARAN

BABV  : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BABVI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BABVIl : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS
PMPTSP

BAB VIII  : PENUTUP
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Dasar Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Provinsi Jawa Barat adalah Peraturan Daerah Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Barat. Di dalamnya disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pelayanan masyarakat di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Gubernur Jawa Barat, yang
berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu, meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi
penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan
penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, serta pelayanan
terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas
dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:

penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu, yang menjadi kewenangan Provinsi;
penyelenggaraan pengelolaan penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;

penyelenggaraan administrasi Dinas;

penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan

penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 6 Tahun 2016 sebagai
berikut:

arat
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN

Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017, tujuan diartikan sebagai
suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahunan. Perumusan tujuan diharapkan dapat mendukung pencapaian Misi
daerah. Dalam rangka pencapaian Misi ke empat Provinsi Jawa Barat yaitu
“‘Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat Yang Sejahtera
dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan
Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan”. Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat telah menetapkan tujuan
yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan yang sesuai dengan tugas dan

fungsi organisasi, antara lain:
Tujuan :

Indikator Tujuan : Laju Pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA)

dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

4.2 SASARAN

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat . Dalam perumusan
sasaran perlu memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan
daerah. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
perlu ditetapkan indikator sasaran. Dengan memperhatikan sasaran yang telah
ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2018 -2023, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat menetapkan sasaran yang
hendak dicapai oleh organisasi dalam 2 (dua) sasaran, yaitu :




Sasaran pertama,
Indikator : Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (harusnya lebih mikro dari

tujuan)

Sasaran Kedua,

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan



TABEL 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
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RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, strategi merupakan rangkaian
tahapan atau langkah-langkah yang berisikan perencanaan
pembangunan dalam wupaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi
pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan penting
dalam  perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan
mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan
serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi
diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional
dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Rumusan
strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan
dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Sementara itu, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha
pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan
kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai
tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman
untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun. Penyusunan arah
kebijakan dalam melakasanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi
kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2018 — 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Jawa Barat telah menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai
dalam lima tahun kedepan yaitu “Meningkatnya Investasi yang Berkualitas dan
Berkelanjutan” dengan menetapkan dua sasaran, antara lain Meningkatnya Realisasi
Investasi dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan sesuai Standar Pelayanan
Publik. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menentukan strategi dan arah kebijakan untuk

lima tahun mendatang seperti yang tertuang dalam tabel T-C.26.
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DINAS PMPTSP TAHUN 2019

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya

yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi

(Permendagri No. 86 Tahun 2017). Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat,

maka program dan indikator program yang akan dilaksanakan tahun 2019 yaitu:

1.

Program Peningkatan Investasi Daerah

Indikator Program : 1) Jumlah Perusahaan PMA — PMDN yang Patuh
Terhadap Kewajiban LKPM, 2) Jumlah Calon Potensial Investor

Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator Program : 1) Persentase Penyelesaian lzin yang Tepat Waktu, 2)
Persentase Penyelesaian Permasalahan Perizinan

Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan
Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Indikator Program : Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator Program : Persentase Kebutuhan Dasar Kantor dan Kesejahteraan
Pegawai yang Terpenuhi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Lingkup
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator Program : Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu




6.1.1 RENCANA PROGRAM DINAS PMPTSP TAHUN 2020 - 2023

Rencana program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2020 — 2023 terdiri dari 9 (sembilan) program dengan

13 (tiga belas) indikator program, antara lain:

1.

Program Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal

Indikator Program: Laju Minat Investasi di Jawa Barat

Program Pengendalian Penanaman Modal

Indikator Program: Peningkatan Laju Realisasi Proyek Penanaman Modal
Program Penataan Regulasi PMPTSP

Indikator Program: Kemudahan Prosedur dalam Mendapatkan Pelayanan
Perizinan

Program Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Indikator Program: Tingkat Penyelesaian Perizinan Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam Yang Tepat Waktu

Program Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial

Indikator Program: Tingkat Penyelesaian Perizinan Bidang Infrastruktur dan
Sosial Yang Tepat waktu

Program Pengendalian dan Penanganan Permasalahan Perizinan

Indikator Program: Tingkat Penyelesaian Permasalahan Perizinan

Program Manajemen Data dan Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Indikator Program: Persentase Data dan Informasi yang Valid

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator Program: Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator Program: (a) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi
di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (b) Persentase
Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (c) Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan

Pelayanan Administrasi Perkantoran di Dinas Penanaman Modal dan




Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (d) Persentase Perencanaan dan Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan

Perundang-undangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu; (e) Persentase Ketersediaan Data Kinerja Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

6.2 RENCANA KEGIATAN DINAS PMPTSP TAHUN 2019

Kegiatan merupakan bagian dari program yang berupa aksi praktis

dalam menopang pencapaian program. Kegiatan tahun 2019 yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Jawa Barat, antara lain:

A. Program Peningkatan Investasi Daerah

1)

2)

Pembuatan/Produksi Audio Visual dan Placement ILM Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Media Elektronik dan
Media Sosial

Fasilitasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal dan

4)

5)
6)

7)
8)

9)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kegiatan Penyusunan Bahan, Sarana dan Prasarana Promosi
PMPTSP

Kegiatan Pelaksanaan Promosi PMPTSP

Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan Usaha
PMPTSP

Kegiatan Penyusunan Regulasi PMPTSP

Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Potensi dan Peluang Investasi yang
Diminati Investor

Pelaksanaan Promosi melalui Media Elektronik (“

)

10) Kegiatan Pembangunan/Pengembangan

11) Kegiatan Promosi Media Sosial, Email Marketing dan e-Newsletter

12) Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Peluang Investasi di Jawa Barat




13) Penangangan Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi
Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat

14) Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Perusahaan
PMA/PMDN di Jawa Barat

15) Pemantauan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi
Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat

16) Kegiatan Rekonsiliasi Data Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

B. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1) Pembuatan Bahan/Cetakan Terkait Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

2) Pelaksanaan Peninjauan Lapangan bersama Tim Teknis Pelayanan
Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial

3) Penyelenggaraan Layanan Perizinan Gerai dan Layanan Keliling (Site
Mobile Service)

4) Peninjauan Lapangan bersama Tim Teknis Pelayanan Perizinan
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

5) Rapat Berkala Teknis Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya
Alam

6) Pelaksanaan Pengawasan Pasca Penerbitan ljin/Non ljin Sektoral

7) Monitoring Proses Penerbitan ljin/Non ljin Sektoral

8) Penanganan Proses Permasalahan Perizinan

9) Kegiatan Pengembangan Integrasi Data dengan Sistem Aplikasi
Lainnya

10) Kegiatan Forum Replikasi dan Monitoring Sistem Aplikasi

11) Pengembangan Sistem Call Center Pelayanan Perizinan

12) Kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan Penanaman Modal dan
Perijinan pada Aplikasi SIMPATIK

13) Kegiatan Pembuatan Sistem Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat

14) Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat

15) Kegiatan Sertifikasi ISO Pelayanan Perizinan

16) Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Kearsipan




C. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta

Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1)
2)
3)
4)
o)

6)

7)

8)
9)

Forum Perangkat Daerah

Kegiatan Forum Perencanaan Tingkat Daerah

Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Dinas PMPTSP

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan 2020
Penyelenggaraan Pameran Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban
(LKPJ)

Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

Penatausahaan Keuangan dan Aset Dinas PMPTSP

Musyawarah Koordinasi Teknis Kerjasama 3 Provinsi

Kegiatan Evaluasi Data, Pelaporan Investasi dan Perizinan

D. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1)

Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor
Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta
Peralatannya

Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Kegiatan Renovasi Gedung Kantor Dinas

Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor

Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga
serta Pakaian Aparatur

Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non
Pegawai

Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi Aparatur Dinas
PMPTSP

10) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor




E. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas
PMPTSP

6.2.1 RENCANA KEGIATAN DINAS PMPTSP TAHUN 2020 - 2023

Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 — 2023, antara lain :

A. Program Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal

1) Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Peluang Investasi di Jawa Barat

2) Kegiatan Promosi Melalui Media Digital

3) Pelaksanaan Promosi Melalui Media Elektronik

4) Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan Usaha Pmptsp

5) Penyusunan Peta Investasi Daerah

6) Kegiatan Penyusunan Bahan, Sarana dan Prasarana Promosi Pmptsp

7) Kegiatan Pelaksanaan Promosi PMPTSP

8) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal

9) Fasilitasi Penanaman Modal

10) Pembuatan Bahan Layanan Informasi PM

11) Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Potensi Peluang Investasi yang Diminati
Investor

12) Pembinaan Teknis Pemberdayaan Usaha UKM serta Fasilitasi Dunia
Usaha Terkait Penanaman Modal

13)Pengelolaan Investment Lounge

14) Penyusunan Data Pelaku Usaha

15) Penyusunan Data Kawasan Industri di Jawa Barat

16) Kegiatan Promosi Melalui Media Cetak

17) Kegiatan Lomba Penulisan dan Foto Potensi dan Peluang Investasi di
Jawa Barat

18) Kegiatan Pembinaan Pengembangan PMPTSP di Jawa Barat

19) Kegiatan Penyusunan Buku Direktori Investasi di Jawa Barat




B.

1)
2)
3)

4)

Program Pengendalian Penanaman Modal

Kegiatan Pemantauan Proyek Penanaman Modal PMA/PMDN

Kegiatan Workshop/Helpdesk Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan Penilaian Perusahaan PMA dan PMDN Juara Investasi se Jawa
Barat

Kegiatan Penyusunan Instrumen Pengendalian/Pengawasan

C. Program Penataan Regulasi PMPTSP

1)
2)
3)
4)
o)
6)

7)
8)

2)

3)

2)
3)

Penyusunan kajian permasalahan pengembangan penanaman modal dan
PTSP

Penyusunan kajian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan
provinsi

Kegiatan penyusunan regulasi PMPTSP

Kegiatan Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal dan PTSP di Jawa Barat
Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan, Standar
Operasional Prosedur, Maklumat Pelayanan dan Tim Teknis

Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Fasilitasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pembuatan Bahan Layanan Informasi PTSP

Program Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Kegiatan Peninjauan Lapangan Bersama Tim Teknis Pelayanan Bidang
ESDA

Rapat Teknis Administrasi Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya
Alam

Penyelenggaraan Layanan Pendampingan dan Konsultasi Terpadu

(PeDeKaTe) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Program Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial

Kegiatan Peninjauan Lapangan Bersama Tim Teknis Pelayanan Bidang
INSOS

Rapat Teknis Administrasi Perizinan Bidang INSOS

Penyelenggaraan Layanan Pendampingan dan Konsultasi Terpadu

(PeDeKaTe) Bidang Infrastruktur dan Sosial




F.
1)
2)
3)
4)
o)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

G.

1)

2)
3)
4)

9)
6)
7)
8)
9)

Program Pengendalian dan Penanganan Permasalahan Perizinan
Kegiatan Penilaian PTSP Kabupaten dan Kota Juara Yanlik se Jawa Barat
Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha Berdasarkan OSS

Kegiatan Pemantauan dan Penyelesaian Komitmen Berdasrkan OSS
Kegiatan Pemantauan Perizinan Tanpa OSS/Sektoral

Kegiatan Pembatalan/Pencabutan Perizinan Hasil Pengawasan

Kegiatan Forum Penyelesaian Permasalahan Teknis Perizinan Jawa Barat
Kegiatan Forum Interaksi Pengaduan dan Advokasi

Kegiatan Fasilitasi Pengaduan dan Advokasi

Kegiatan Kajian Permasalahan Perizinan Sektoral

Kegiatan Forum Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Penanaman
Modal (Task Force)

Kegiatan Penanangan Objek Berusaha Yang Tidak Berizin

Program Manajemen Data dan Informasi Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kegiatan Pengelolaan Bank Data Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Kearsipan
Kegiatan Sertifikasi ISO Pelayanan Perizinan
Kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan Penanaman Modal dan
Perizinan pada Aplikasi SIMPATIK
Pengembangan Sistem Call Center Pelayanan Perizinan
Kegiatan Forum Replikasi dan Monitoring Sistem Aplikasi
Kegiatan Pengembangan Integrasi Data dengan Sistem Aplikasi Lainnya
Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan PM
Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan PTSP

10) Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan DPMPTSP

11) Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)



H. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PMPTSP

2) Pengadan Sarana dan Prasarana West Java Invesment Center

3) Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik

4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Mal Pelayanan Publik

5) Pengadan Bis Layanan Keliling

6) Pengadaan Mobil Operasional Visitasi Lapangan Pelayanan Perizinan dan
Pengawasan

7) Pembangunan Gerai/Kios Layanan Publik

8) Mobil Layanan Keliling/Layanan PDKT (SMS)

I. Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1) Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi

2) Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur

3) Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olah Raga serta
Pakaian Aparatur

4) Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor

5) Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai

6) Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas

7) Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor

8) Kegiatan Pemeliharaan West Java Investment Center

9) Kegiatan Pemeliharaan Pelayanan Publik

10)Kegiatan Pemeliharaan Mobil Layanan Keliling

11) Kegiatan Pemeliharaan Kios Pelayanan Perizinan

12) Peningkatan Gedung Kantor Pelayanan Perizinan Ruang Back Office dan
Front Office

13) Kegiatan Penyediaan Rapat dan Perjalanan Dinas

14) Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta
Peralatannya

15) Kegiatan Penyelenggaraan Forum Perencanaan Tingkat Daerah (Pra

Musrenbang, Musrenbang)

16) Forum Perangkat Daerah



17) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

18) Kegiayan Evaluasi Midterm RENSTRA Dinas PMPTSP 2018-2023

19) Kegiatan Revisi RENSTRA 2018-2023

20) Kegiatan Penyusunan RENSTRA 2024-2029

21) Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

22) Penyelenggaraan Pameran Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban
(LKPJ)

23) Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Dinas PMPTSP

24) Penatausahaan Keuangan dan Aset Dinas PMPTSP

6.3 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2019

Indikator kinerja atau indikator kegiatan merupakan alat ukur terlaksananya
suatu kegiatan. Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019, antara lain:

A. Program Peningkatan Investasi Daerah
Indikator Kinerja Program :
1. Jumlah perusahaan PMA PMDN yang patuh terhadap kewajiban
LKPM
2. Jumlah calon potensial investor

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Bagi Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat
Indikator Kinerja : Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pengawasan

Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal
Kelompok Sasaran : Perusahaan PMA dan PMDN
Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat

2. Kegiatan : Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan
Penanaman Modal Bagi Perusahaan PMA/PMDN

di Jawa Barat




Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif

. Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif

. Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif

. Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif

. Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif

. Kegiatan

Indikator Kinerja

: Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pemantauan

dan/atau Pembinaan Ketentuan Pelaksanaan

Penanaman Modal

: Perusahaan PMA dan PMDN
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Pembuatan/Produksi Audio Visual dan

ILM Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di Media Elektronik dan Media Sosial

: Jumlah Audio Visual dan Placement ILM PMPTSP
: Dinas PMPTSP Prov. Jabar
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Fasilitasi Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

- Jumlah Fasilitasi PMPTSP
: Calon Investor
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

: Jumlah Sosialisasi Kebijakan PMPTSP

: Seluruh Kab/Kota dan Pemohon |zin
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Penyusunan Bahan, Sarana dan
Prasarana Promosi PMPTSP

: Jumlah Bahan/Sarana/Prasarana Promosi
PMPTSP

: ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar

: APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Pelaksanaan Promosi PMPTSP

: Jumlah Kegiatan Promosi Dalam/Luar Negeri




Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif

8. Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif
9. Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif
10.Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif
11.Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif

12.Kegiatan

: Calon Investor
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama dan
Pemberdayaan Usaha PMPTSP

- Jumlah Kegiatan Kerjasama dan Dokumen
MoU/Lol

: Pelaku Usaha

: APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Penyusunan Regulasi PMPTSP

: Perda PMPTSP

: DPMPTSP, Perangkat Daerah/Biro Terkait dan
DPRD

: APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Potensi Peluang
Investasi yang Diminati Investor

: Identifikasi Potensi Peluang Investasi yang
Diminati Investor

: Seluruh Kab/Kota

: APBD Provinsi Jawa Barat

: Pelaksanaan Promosi melalui Media Elektronik
(“Business Corner Talkshow”)

: Jumlah Pelaksanaan Business Talkshow

: Calon Investor

: APBD Provinsi Jawa Barat

:Kegiatan Pembangunan / Pengembangan

Investment Marketplace

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif

: Aplikasi Media Promosi Digital
: Calon Investor
: APBD Provinsi Jawa Barat




13.Kegiatan : Kegiatan Promosi Media Sosial, Email Marketing

dan e-Newsletter

Indikator Kinerja : Tersebarnya Rich/Engagement Peluang Investasi
di Media Digital
Kelompok Sasaran : Calon Investor

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat

14.Kegiatan : Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Peluang
Investasi di Jawa Barat
Indikator Kinerja : Kajian Prospektus Investasi di Jawa Barat
Kelompok Sasaran : Seluruh Kab/Kota

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat

15.Kegiatan : Penanganan Permasalahan Penanaman Modal
Bagi Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat
Indikator Kinerja : Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi Penanagan

Permasalahan Penanaman Modal Dalam Rangka
Realisasi Investasi
Kelompok Sasaran : Perusahaan PMA dan PMDN

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat

16.Kegiatan : Kegiatan Rekonsiliasi Data Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Indikator Kinerja : Data Penanaman Modal dan PTSP
Kelompok Sasaran : Seluruh Kab/Kota
Pendanaan Indikatif ~ : APBD Provinsi Jawa Barat

B. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Indikator Kinerja Program :
1. Persentase Penyelesaian lzin yang Tepat Waktu
2. Persentase Penyelesaian Permasalahan Perizinan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:




. Kegiatan

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif
. Kegiatan

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif
. Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif

. Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif

. Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif

: Pelaksanaan Peninjauan Lapangan Bersama Tim

Teknis Pelayanan Perizinan Bidang Pelayanan

Perizinan Infrastruktur dan Sosial

: Jumlah Peninjauan Lapangan yang Dilaksanakan
: Pemohon lzin
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Rapat Koordinasi Tim Teknis Perizinan Bidang

Infrastruktur dan Sosial

: Jumlah Rapat yang Dilaksanakan
: ASN Dinas PMPTSP dan Tim Teknis
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Penyelenggaraan Layanan Perizinan Gerai dan

Layanan Keliling (Site Mobile Service)

: Jumlah Layanan Perizinan Gerai dan Layanan

Keliling yang Dilaksanakan

: Pemohon lzin
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Pembuatan Bahan/Data Cetakan Terkait
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

: Jumlah Bahan/Data Cetakan

: Dinas PMPTSP Prov. Jabar

: APBD Provinsi Jawa Barat

: Peninjauan Lapangan Bersama Tim Teknis
Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber
Daya Alam

: Jumlah Peninjauan Lapangan yang Dilaksanakan
: Pemohon Izin

: APBD Provinsi Jawa Barat




6.

10.

11.

Kegiatan

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif
Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif

Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif

Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif
Kegiatan

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif

Kegiatan

: Rapat Berkala Teknis Perizinan Bidang Ekonomi

dan Sumber Daya Alam

: Jumlah Rapat yang Dilaksanakan
: ASN Dinas PMPTSP dan Tim Teknis
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Pelaksanaan Pengawasan Pasca Penerbitan

ljin/Non ljin Sektoral

: Jumlah Objek Pemilik Izin yang Dilakukan

Pengawasan Ketentuan Sektoral

: Pemohon lzin
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Monitoring Proses Penerbitan ljin/Non ljin Sektoral

: Jumlah Pemohon Perizinan/Komitmen yang

Dilakukan Pemantauan Proses Penerbitan

: Pemohon lzin
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Penanganan Proses Permasalahan Perizinan

- Jumlah Fasilitasi Pengaduan yang Menjadi

Permasalahan Perizinan

: Stakeholder dan Pemohon lzin
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Pengembangan Integrasi Data dengan

Sistem Aplikasi Lainnya

: Singkronisasi Data Terstruktur
: ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Forum Replikasi dan Monitoring Sistem

Aplikasi




12.

13.

14.

15.

16.

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif

Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif

Kegiatan

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif

Kegiatan

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif

Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif

Kegiatan
Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

: Tingkat Keselarasan Aplikasi yang Di Replikasi
: Dinas PMTPSP Prov. Jabar, Kab/Kota dan

Perangkat Daerah Terkait

: APBD Provinsi Jawa Barat

: Pengembangan Sistem Call Center Pelayanan

Perizinan

: Informasi Pengaduan Masyarakat Melalui Call

Center

: Dinas PMPTSP, Stakeholder dan Pemohon lzin
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Penanaman Modal dan Perizinan pada Aplikasi
SIMPATIK

: Modul Aplikasi Pelaporan
: Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan Stakeholder
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Pembuatan Sistem Aplikasi Survey

Kepuasan Masyarakat

: Aplikasi SKM
: Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan Stakeholder
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat

: Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat

: Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan Stakeholder
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Sertifikasi ISO Pelayanan Perizinan
: Sertifikat ISO Pelayanan Perizinan
: Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan Stakeholder



Pendanaan Indikatif

17.Kegiatan

. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif

: APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Kearsipan
: Data Arsip Digital

: Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan Stakeholder

: APBD Provinsi Jawa Barat

Serta

Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Indikator Kinerja Program :

1.

Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Dinas

Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1.

Kegiatan

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif

Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif

Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif

4. Kegiatan

: Forum Perangkat Daerah

: Terselenggaranya Forum Perangkat Daerah

: Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan Seluruh Kab/Kota
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Forum Perencanaan Tingkat Daerah
: Jumlah Forum Perencanaan

: Dinas PMPTSP Prov. Jabar

: APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

2020

: Jumlah Dokumen Perencanaan
: Dinas PMPTSP Prov. Jabar
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Penyelenggaraan Pameran Laporan Kegiatan

Pertanggung Jawaban (LKPJ)




Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif
. Kegiatan

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif
. Kegiatan

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif
. Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif

. Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif

: Penyelenggaraan Pameran LKPJ
: Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan Masyarakat
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

: Jumlah Dokumen yang Dihasilkan
: Dinas PMPTSP Prov. Jabar
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Penatausahaan Keuangan dan Aset Dinas
: Jumlah Dokumen yang Dihasilkan

: Dinas PMPTSP Prov. Jabar

: APBD Provinsi Jawa Barat

: Musyawarah Koordinasi Teknis Kerjasama

Provinsi

: Terselenggaranya Kegiatan Musyawarah

Koordinasi Teknis Kerjasama 3 Provinsi

: Dinas PMPTSP Prov. Jabar, Banten dan DKI
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Evaluasi Data, Pelaporan Investasi dan

Perizinan

: Jumlah Dokumen Data Pelaporan Investasi dan

Perizinan

: Dinas PMPTSP Prov. Jabar
: APBD Provinsi Jawa Barat

D. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator Kinerja Program:




1. Persentase Pegawai yang Terpenuhi Kebutuhan Kesejahteraan Sesuai

Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

1.

Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif

Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif
Kegiatan

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif
Kegiatan

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif

Kegiatan

Indikator Kinerja

: Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan

Gedung Kantor

: Pemeliharaan Perabotan Fasilitas dan Gedung

Kantor

: Dinas PMPTSP Prov. Jabar
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan

Kebersihan Beserta Peralatannya

: Penyediaan Tenaga Kemanan, Kebersihan serta

Peralatannya

: Dinas PMPTSP Prov. Jabar
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan

Dinas

: Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara
: Dinas PMPTSP Prov. Jabar
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Renovasi Gedung Kantor

: Renovasi Gedung Kantor Dinas PMPTSP
: Dinas PMPTSP Prov. Jabar

: APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar

Kantor

: Pelaksanaan Rapat Internal dan Luar Kantor

Penyediaan Perjalanan Dinas




Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif

. Kegiatan

Indikator Kinerja

Sarana

Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif

. Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif

. Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif

. Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif

10.Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

: ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan

Prasarana Olahraga Serta Pakaian Aparatur

: Penyediaan Kegiatan dan Kebutuhan Rohani,

Olahraga dan Pakaian Dinas

: ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Penyediaan Diklat Kursus Singkat dan

Bimtek Aparatur

: Jumlah Peserta Diklat/Kursus Singkat/Bimtek

Aparatur

: ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan

Tenaga Kerja Non Pegawai

: Tersedianya Kebutuhan Langganan Kantor
: ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan

Kompetensi Aparatur Dinas PMPTSP

: Jumlah Aparatur Dinas PMPTSP yang Lulus Diklat

dengan Predikat Minimal Memuaskan

: ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar
: APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor
: Penyediaan Barang Pakai Habis
: ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar




Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat

E. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Indikator Kinerja Program :
1. Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program ini dilakukan melalui kegiatan:

1. Kegiatan : Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Aparatur Dinas PMPTSP
Indikator Kinerja : Penyediaan Kegiatan dan Kebutuhan Rohani,

Sarana Olahraga dan Pakaian Dinas
Kelompok Sasaran : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar
Pendanaan Indikatif  : APBD Provinsi Jawa Barat
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6.3 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Tahun 2020 - 2023

Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas PMPTSP
tahun 2020 — 2023 adalah sebagai berikut:

A. Program Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal

N

. Kegiatan

. Kegiatan

Indikator Kinerja Program : Laju Minat Investasi di Jawa Barat

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

Kegiatan

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif :

Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran :

Pendanaan Indikatif :

: Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Peluang Investasi

di Jawa Barat

: Kajian Prospektus Investasi di Jawa Barat
: Seluruh Kab/Kota

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Promosi Melalui Media Digital
: Jumlah Orang yang Terjangkau

: Calon Investor

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Promosi melalui Media Elektronik
: Jumlah Orang yang Melihat/Mendengar

: Calon Investor

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan

Usaha PMPTSP

: Jumlah Peserta Matchmaking

Pelaku Usaha
APBD Provinsi Jawa Barat




5. Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif :

6. Kegiatan

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

7. Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

8. Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif :

9. Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

10.Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran :

Pendanaan Indikatif :

: Penyusunan Peta Investasi Daerah
: Peta Investasi Daerah yang Tersebar di Jawa Barat
: Seluruh Kab/Kota

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Penyusunan Bahan, Sarana dan Prasarana

Promosi PMPTSP

- Jumlah Bahan/Sarana/Prasarana Promosi PMPTSP
: ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Pelaksanaan Promosi PMPTSP
: Jumlah Pengunjung/Peserta/Tamu

: Calon Investor

APBD Provinsi Jawa Barat

: Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal
: Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan PM

: Calon Investor dan Seluruh Kab/Kota

APBD Provinsi Jawa Barat

: Fasilitasi Penanaman Modal
- Jumlah Fasilitasi PM

: Calon Investor

APBD Provinsi Jawa Barat

: Pembuatan Bahan Layanan Informasi PM
: Jumlah Audio Visual dan Placement ILM PMPTSP

Calon Investor
APBD Provinsi Jawa Barat




11.Kegiatan : Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Potensi Peluang
Investasi yang Diminati Investor
Indikator Kinerja  : Identifikasi Potensi Peluang Investasi yang Diminati
Investor
Kelompok Sasaran : Seluruh Kab/Kota

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat

12.Kegiatan : Pembinaan Teknis Pemberdayaan Usaha UKM serta
Fasilitasi Dunia Usaha Terkait Penanaman Modal
Indikator Kinerja : Jumlah Peserta Pembinaan Teknis
Kelompok Sasaran : Pelaku Usaha
Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat

13.Kegiatan : Pengelolaan Investment Lounge
Indikator Kinerja  : Jumlah Investor/Pelaku Usaha
Kelompok Sasaran : Calon Investor

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat

14.Kegiatan : Penyusunan Data Pelaku Usaha
Indikator Kinerja  : Pembuatan Buku Profil Data Pelaku Usaha UMKM
di Jawa Barat
Kelompok Sasaran : Pelaku Usaha

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat

15.Kegiatan : Penyusunan Data Kawasan Industri di Jawa Barat
Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen
Kelompok Sasaran : Kawasan Industri
Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat




16.Kegiatan : Kegiatan Promosi Melalui Media Cetak
Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Terjangkau
Kelompok Sasaran : Calon Investor
Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat

17.Kegiatan : Kegiatan Lomba Penulisan dan Foto Peluang Investasi
di Jawa Barat
Indikator Kinerja  : Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Baru di Jawa Barat
Kelompok Sasaran : Seluruh Kab/Kota dan Masyarakat Umum

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat

18.Kegiatan : Kegiatan Pembinaan Pengembangan PMPTSP di
Jawa Barat
Indikator Kinerja - Jumlah Pelaksanaan Pembinaan

Kelompok Sasaran : Seluruh Kab/Kota
Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat

19.Kegiatan : Kegiatan Penyusunan Buku Direktori Investasi di
Jawa Barat
Indikator Kinerja  : Database Investasi di Jawa Barat

Kelompok Sasaran : Seluruh Kab/Kota

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat

B. Program Pengendalian Penanaman Modal
Indikator Kinerja Program : Peningkatan Laju Realisasi Proyek

Penanaman Modal

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Kegiatan : Kegiatan Pemantauan Proyek Penanaman Modal
PMA/PMDN

Indikator Kinerja  : Jumlah Perusahaan yang Dibina




Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :
. Kegiatan

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif :
. Kegiatan

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif :
. Kegiatan
Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif :

: Perusahaan PMA/PMDN

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Workshop/Helpdesk Ketentuan Pelaksanaan

Penanaman Modal

: Jumlah Peserta Perusahaan
: Perusahaan PMA/PMDN

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Penilaian Perusahaan PMA dan PMDN Juara

Investasi se- Jawa Barat

: PMA dan PMDN terbaik di Jawa Barat
: Perusahaan PMA/PMDN

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Penyusunan Instrumen Pengendalian/

Pengawasan

: Instrumen Pengendalian Pengawasan
: Perusahaan PMA/PMDN

APBD Provinsi Jawa Barat

. Program Penataan Regulasi PTSP

Indikator Kinerja Program : Kemudahan Prosedur dalam Mendapatkan

Pelayanan Perizinan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

. Kegiatan

Indikator Kinerja

: Penyusunan Kajian Permasalahan Pengembangan

Penanaman Modal dan PTSP

: Dokumen Kajian Permasalahan

Kelompok Sasaran : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan Seluruh Kab/Kota

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat




. Kegiatan : Penyusunan Kajian Perizinan dan Non Perizinan yang
Menjadi Kewenangan Provinsi

Indikator Kinerja : Kajian Perizinan dan Non Perizinan yang Menjadi
Kewenangan Provinsi

Kelompok Sasaran : Seluruh Kab/Kota

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat

. Kegiatan : Kegiatan Penyusunan Regulasi PMPTSP
Indikator Kinerja  : Perda/Perkada PMPTSP

Kelompok Sasaran : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar
Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat

. Kegiatan : Kegiatan Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal dan PTSP
Di Jawa Barat

Indikator Kinerja ~ : Dokumen Rekomendasi Perbaikan Kebijakan PM

Kelompok Sasaran : Seluruh Kab/Kota

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat

. Kegiatan : Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan,
Standar Operasional Prosedur, Maklumat Pelayanan dan
Tim Teknis

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen

Kelompok Sasaran : Seluruh Kab/Kota

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat

. Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Indikator Kinerja  : Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan
Perizinan

Kelompok Sasaran : Seluruh Kab/Kota dan Pemohon |zin

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat




1.

Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Indikator Kinerja  : Jumlah Fasilitasi PMPTSP

Kelompok Sasaran : Seluruh Kab/Kota dan Stakeholder
Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat

Kegiatan : Pembuatan Bahan Layanan Informasi PTSP
Indikator Kinerja ~ : Jumlah Audio Visual dan Placement ILM PMPTSP
Kelompok Sasaran : Stakeholder

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat

Program Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Indikator Kinerja Program : Tingkat Penyelesaian Perizinan Ekonomi dan

Sumber Daya Alam yang Tepat Waktu

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Kegiatan : Peninjauan Lapangan bersama Tim Teknis Pelayanan
Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Indikator Kinerja : Jumlah Perizinan yang Terlayani

Kelompok Sasaran : Pemohon Izin

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat

Kegiatan : Rapat Teknis Pelayanan Administrasi Perizinan Bidang
Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Indikator Kinerja  : Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis

Kelompok Sasaran : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan Tim Teknis

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat



3. Kegiatan :

1.

Penyelenggaraan Layanan Pendampingan dan Konsultansi

Terpadu (PeDeKaTe) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya

Alam

Indikator Kinerja :
Kelompok Sasaran :

Pendanaan Indikatif :

Pelayanan Perizinan Masyarakat di Tempat
Pemohon lzin
APBD Provinsi Jawa Barat

Program Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial

Indikator Kinerja Program : Tingkat Penyelesaian Perizinan Infrastruktur dan

Sosial yang Tepat Waktu

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Kegiatan

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif :

Kegiatan

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif :
Kegiatan
Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran :
Pendanaan Indikatif :

: Kegiatan Peninjauan Lapangan bersama Tim Teknis

Pelayanan Bidang Infrastruktur dan Sosial

- Jumlah Perizinan yang Terlayani

: Pemohon lzin

APBD Provinsi Jawa Barat

: Rapat Berkala Teknis Perizinan Bidang Infrastruktur dan

Sosial

: Laporan Hasil Penyelenggaraan Rapat
: ASN Dinas PMPTSP dan Tim Teknis

APBD Provinsi Jawa Barat

: Penyelenggaraan Layanan Pendampingan dan Konsultansi

Terpadu (PeDeKaTe) Bidang Infrastruktur dan Sosial

: Pelayanan Perizinan Masyarakat di Tempat

Pemohon Izin
APBD Provinsi Jawa Barat




F. Program Pengendalian dan Penanganan Permasalahan Perizinan

-

. Kegiatan

Indikator Kinerja Program : Tingkat Penyelesaian Permasalahan Perizinan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif :

Kegiatan

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

Kegiatan

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif :

Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran :

Pendanaan Indikatif :

: Kegiatan Penilaian PTSP Kabupaten dan Kota Juara Yanlik

se Jawa Barat

: PTSP terbaik di Jawa Barat
: Seluruh Kab/Kota

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha berdasarkan

0SS

: Perizinan yang Melalui OSS/Sektoral
: Perusahaan PMA/PMDN

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Pemantauan dan Penyelesaian Komitmen

berdasarkan OSS

: Perusahaan yang Memenuhi Komitmen
: Perusahaan PMA/PMDN

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Pemantauan Perizinan tanpa OSS/Sektoral
: Perusahaan yang Memenuhi Persyaratan
: Perusahaan PMA/PMDN

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Pembatalan/Pencabutan Perizinan Hasil

Pengawasan

: Pembatalan dan Pencabutan Izin

Perusahaan PMA/PMDN
APBD Provinsi Jawa Barat




6. Kegiatan

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

7. Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

8. Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif :

9. Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

10.Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

: Kegiatan Forum Penyelesaian Permasalahan Teknis

Perizinan Jawa Barat

: Peserta Forum
: Perusahaan PMA/PMDN

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Forum Interaksi Pengaduan dan Advokasi
: Peserta Forum
: Perusahaan PMA/PMDN

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Fasilitasi Pengaduan dan Advokasi
: Fasilitasi Pengaduan dan Advokasi
: Stakeholder

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Kajian Permasalahan Perizinan Sektoral
: Kajian Permasalahan Perizinan Sektoral
: Stakeholder dan Tim Teknis

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Forum Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan

Penanaman Modal (Task Force)

: Penanganan Permasalahan Penanaman Modal
: Perusahaan PMA/PMDN dan Tim Task Force

APBD Provinsi Jawa Barat



11.Kegiatan

-

. Kegiatan

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif :

: Kegiatan Penanganan Objek Berusaha yang Tidak Berizin
: Perusahaan yang Taat Terhadap Peraturan Perizinan
: Perusahaan PMA/PMDN

APBD Provinsi Jawa Barat

Program Manajemen Data dan Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Indikator Kinerja Program : Persentase Data dan Informasi yang Valid

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

Kegiatan

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif :

Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran :

Pendanaan Indikatif :

: Kegiatan Pengelolaan Bank Data Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu

: Pengumpulan Data PMPTSP melalui Bank Data
: ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Kearsipan
: Data Base Historikal
: Dinas PMTPSP Prov. Jabar

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Sertifikasi ISO Pelayanan Perizinan
: Sertifikasi ISO Pelayanan Perizinan
: Dinas PMPTSP Prov. Jabar

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan Penanaman

Modal dan Perijinan pada Aplikasi SIMPATIK

: Pengembangan Sistem Pelaporan pada SIMPATIK

Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan Stakeholder
APBD Provinsi Jawa Barat




. Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

. Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

. Kegiatan

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif :

. Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

. Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

: Pengembangan Sistem Call Center Pelayanan Perizinan
: Pengembangan Sistem Call Center
: Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan Stakeholder

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Forum Replikasi dan Monitoring Sistem Aplikasi
: Forum Replikasi SIMPATIK
: Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan yang melakukan replikasi

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Pengembangan Integrasi Data dengan Sistem

Aplikasi Lainnya

: Integrasi Data dengan Sistem Aplikasi Lainnya
: Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan Stakeholder

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan PM
: Dokumen Evaluasi dan Pelaporan PM
: Dinas PMPTSP Prov. Jabar

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan PTSP
: Dokumen Evaluasi dan Pelapotan PTSP
: Dinas PMPTSP Prov. Jabar

APBD Provinsi Jawa Barat



10.Kegiatan : Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan

DPMPTSP
Indikator Kinerja ~ : Dokumen Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi
Kelompok Sasaran : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat

11.Kegiatan : Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

H.

1.

Indikator Kinerja ~ : Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat
Kelompok Sasaran : Masyarakat Pemohon Izin

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator Kinerja Program : Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Kegiatan : Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas
PMPTSP
Indikator Kinerja : Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Tugas dan

Fungsi Dinas
Kelompok Sasaran : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar
Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat
Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana

Indikator Kinerja : Sarana dan Prasarana

Kelompok Sasaran : Pemohon Izin

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat




. Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

. Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

. Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

. Kegiatan

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

. Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

. Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran :

Pendanaan Indikatif :

: Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik
: Gedung Mal Pelayanan Publik

: Pemohon lzin

APBD Provinsi Jawa Barat

: Pengadaan Sarana dan Prasarana Mal Pelayanan Publik
: Sarana dan Prasarana Mal Pelayanan Publik

: Pemohon lzin

APBD Provinsi Jawa Barat

: Pengadaan Bis Layanan Keliling
: Bis Layanan Keliling

: Pemohon lzin

APBD Provinsi Jawa Barat

: Pengadaan Mobil Operasional Visitasi Lapangan

Pelayanan Perizinan dan Pengawasan

: Mobil Operasional Visitasi Lapangan Pelayanan Perizinan

: Pemohon lzin

APBD Provinsi Jawa Barat

: Pembangunan Gerai/Kios Layanan Publik
: Tersedianya Kios Pelayanan Publik di 27 Kab/Kota
: Seluruh Kab/Kota

APBD Provinsi Jawa Barat

: Mobil Layanan Keliling/Layanan PDKT

: Mobil Layanan Keliling Pelayanan Perizinan

Pemohon Izin
APBD Provinsi Jawa Barat




I. Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator Kinerja Program :

1.

Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
yang Tepat Waktu dan Sesuai Perundang-Undangan di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persentase Ketersediaan Data Kinerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1)

2)

Kegiatan : Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi
Aparatur Dinas PMPTSP
Indikator Kinerja : Peserta Peningkatan Kemampuan Aparatur

Kelompok Sasaran : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat

Kegiatan : Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek
Aparatur
Indikator Kinerja  : Peserta Diklat, kursus Singkat dan Bimtek

Kelompok Sasaran : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat




3)

4)

5)

6)

7)

Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :
Kegiatan

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif :
Kegiatan

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif :
Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran :

Pendanaan Indikatif :

: Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana

Olahraga serta Pakaian Aparatur

: Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana

Olahraga serta Pakaian Aparatur

: ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor
: Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor
: ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Penyedian Langganan Kantor dan Tenaga Kerja

Non Pegawai

: Kebutuhan Langganan Kantor
: ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
: Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara
: ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung

Kantor

: Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung

Kantor
ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar
APBD Provinsi Jawa Barat




8) Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif :

9) Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

10)Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

11)Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :
12)Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

13)Kegiatan
Indikator Kinerja

: Kegiatan Pemeliharaan West Java Investment Center
: Pemeliharaan West Java Investment Center

: Pemohon lzin

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Pemeliharaan Mal Pelayanan Publik
: Pemeliharaan Mal Pelayanan Publik

: Pemohon lzin

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Pemeliharaan Mobil Layanan Keliling
: Pemeliharaan Mobil Layanan Keliling

: Pemohon lzin

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Pemeliharaan Kios Pelayanan Perizinan
: Pemeliharaan Kios Pelayanan Perizinan

: Seluruh Kab/Kota dan Pemohon lzin

APBD Provinsi Jawa Barat

: Peningkatan Gedung Kantor Pelayanan Perizinan Ruang

Back Office dan Front Office

: Moderenisasi Ruang Back Office dan Front Office

: Pemohon lzin

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Penyediaan Rapat dan Perjalanan Dinas
: Kebutuhan Operasional Dasar Dalam Mendukung Tupoksi

Dinas

Kelompok Sasaran : ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar

Pendanaan Indikatif :

APBD Provinsi Jawa Barat




14)Kegiatan

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

15)Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

16)Kegiatan

Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

17)Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif :

18)Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran

Pendanaan Indikatif :

: Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan

Beserta Peralatannya

: Jasa Keamanan, Kebersihan, Operator dan Officeboy
: ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar

APBD Provinsi Jawa Barat

: Musyawarah Koordinasi Teknis Kerjasama 3 Provinsi

: Terselenggaranya Kegiatan Musyawarah Koordinasi Teknis

Kerjasama 3 Provinsi

: Dinas PMPTSP Prov. Jabar, Provinsi Banten dan Provinsi

DKI Jakarta
APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Penyelenggaraan Forum Perencanaan Tingkat

Daerah

: Forum Perencanaan Tingkat Daerah
: ASN Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan Seluruh Kab/Kota

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Forum Perangkat Daerah
: Terlaksananya Kegiatan Forum Perangkat Daerah
: Dinas PMPTSP Prov. Jabar dan Seluruh Kab/Kota

APBD Provinsi Jawa Barat

: Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
: Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan
: Dinas PMPTSP Prov. Jabar

APBD Provinsi Jawa Barat




19)Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

: Kegiatan Evaluasi Midterm RENSTRA Dinas PMPTSP
2018-2023

: Dokumen RENSTRA Dinas PMPTSP

: Dinas PMPTSP Prov. Jabar

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat

20)Kegiatan
Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

: Kegiatan Revisi RENSTRA 2018-2023
: Dokumen RENSTRA Dinas PMPTSP
: Dinas PMPTSP Prov. Jabar

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat

21)Kegiatan
Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

: Kegiatan Penyusunan RENSTRA 2024- 2029
: Dokumen RENSTRA Dinas PMPTSP
: Dinas PMPTSP Prov. Jabar

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat

22)Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

: Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

: Dokumen yang Dihasilkan

: Dinas PMPTSP Prov. Jabar

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat

23)Kegiatan

Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran

: Penyelenggaraan Pameran Laporan Kegiatan Pertanggung
Jawaban (LKPJ)

: Penyelenggaraan Pameran LKPJ

: Dinas PMPTSP Prov. Jabar

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat



24)Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Dinas PMPTSP
Indikator Kinerja : Dokumen Laporan Monitoring
Kelompok Sasaran : Dinas PMPTSP Prov. Jabar
Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat

25)Kegiatan : Penatausahaan Keuangan dan Aset Dinas PMPTSP
Indikator Kinerja  : Dokumen Penatausahaan Keuangan
Kelompok Sasaran : Dinas PMPTSP Prov. Jabar

Pendanaan Indikatif : APBD Provinsi Jawa Barat
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BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT

Dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 — 2023, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat telah
menetapkan indikator utama kinerja perangkat daerah tahun 2018 - 2023. Penetapan
Indikator Kinerja Utama Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat ini, diharapkan dapat

mendorong pencapaian misi ke empat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 — 2023 yaitu

“

dengan sasaran “
”. Adapun indikator kinerja tujuan/sasaran yaitu Pembentukan
Modal tetap Bruto (PMTB) ADBH. Strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran
tersebut adalah dengan meningkatkan investasi daerah.
Berkenaan dengan hal tersebut dalam rangka meningkatkan investasi di Jawa
Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Barat telah menetapkan dua indikator kinerja utama tahun 2018 — 2023, yaitu :
1. Nilai Realisasi Investasi PMA — PMDN
2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan



Indikator Kinerja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel 7.1

$ b

$ b

$#h

$&k

$*h

54

5

$1h
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RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Dinas PMTPSP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 — 2023 ini berisi pedoman
pelaksanaan pembangunan dan ketentuan-ketentuan lain yang berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018 — 2023 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Rencana
Kerja Tahunan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 5 tahun.
Diharapkan dapat tercapai sasaran yang efektif dan efisien, secara sinergi sehingga
visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi kenyataan sesuai dengan
harapan kita semua.

Rencana Strategis Dinas PMPTSP mempunyai kelenturan dalam
pelaksanaannya dan bersifat dinamis dalam proses pembangunan tersebut sejauh
tidak menyimpang dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dengan Rencana Startegis
ini pula diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergitas program antar bidang,
antar instansi/lembaga terkait dalam meningkatkan investasi di Jawa Barat yang
memberikan manfaat pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat Jawa
Barat khususnya dan kemajuan bangsa Indonesia secara umum.

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program yang tertuang dalam
Rencana Strategis ditentukan oleh kerjasama yang mendalam oleh semua pihak yang
terkait dengan perencanaan program khususnya seluruh Aparatur pada Dinas
PMPTSP Provinsi Jawa Barat.

Demikian, kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana
Strategis Dinas PMPTSP Tahun 2018 — 2023 ini Kami ucapkan terima kasih, seiring
dengan hal tersebut kami juga berharap untuk kritik dan sarannya bagi kesempurnaan
program ini.

Bandung, Maret 2019

Pembina Utama
NIP. 19601217 198511 1002




